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KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINS| SUMATERA BARAT

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan

akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama - AMNASMEN
Jabatan - Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian
ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah

ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung

jawab kami.

Padang, 29 Januari 2019
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PERJANJIAN KINERJA

Nama Lembaga . KPU Provinsi Sumatera Barat
Tahun Anggaran : 2019

Meningkatnya Persentase KPU/KPU
Penyelenggaraan Provinsi/KPU
Pemilu/Pemilihan yang Kabupaten/Kota yang
Demokratis menyelenggarakan
Pemilu/Pemilihan sesuai
dengan jadwal dan
ketentuan yang berlaku
Persentase Partisipasi 70%
Pemilih dalam
Pemilu/Pemilihan
Persentase Partisipasi 70%
Pemilih Perempuan dalam
Pemilu/ Pemilihan
Persentase Partisipasi 70%
Pemilih Disabilitas dalam
Pemilu/ Pemilihan
Persentase Pemilih yang 60%
terdaftar dalam DPT yang
menggunakan Hak Pilihnya
2. | Terlaksananya Persentase = KPU, KPU 95%
Pemilu/Pemilihan yang Aman, | Provinsi, dan KPU
Damai, Jujur dan Adil Kabupaten/ Kota yang
melaksanakan Pemilu/
Pemilihan tanpa konflik
Persentase Penyelenggara 3%
Pemilu/Pemilihan yang
terbukti melakukan
Pelanggaran
Pemilu/Pemilihan
Persentase Sengketa 87%
Hukum yang Dimenangkan
KPU Provinsi Sumatera
Barat

3. | Meningkatnya Kapasitas | Nilai Akuntabilitas Kinerja B
Lembaga Penyelenggara
Pemilu/Pemilihan




Program Anggaran
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan tugas Rp. 12.537.035.000,-
teknis lainnya KPU
Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Rp. 18.458.214.000,-
Perbaikan Proses Politik

Padang, 29 Januari 2019
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan,

akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama . Firman
Jabatan . Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Barat

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Amnasmen
Jabatan . Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung

jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan

sanksi.

Padang, 29 Januari 2019
PIHAK PERTAMA




Unit Organisasi

PERJANJIAN KINERJA

Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat

Tahun Anggaran 2019
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1 | Terwujudnya Data | Persentase KPU 100%
Pemilih yang Terkini Provinsi/Kabupaten/Kota yang
memutakhirkan Data Pemilih Tepat
Waktu
2 | Terwujudnya Tahapan | Presentasi KPU/KPU Provinsi/lKPU 100%
Pemilu/Pemilihan Kabupaten/Kota yang
Sesuai Jadwal menyelenggarakan
Pemilu/Pemilihan sesuai dengan
jadwal
3 | Terwujudnya Dukungan | Persentase satker yang 100%
Logistik dalam | mendistribusikan logistik
Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan secara tepat
Pemilu/Pemilihan sasaran, tepat jumlah, tepat jenis,
tepat mutu, dan tepat waktu.
4 | Meningkatnya Kapasitas | Persentase Kesesuaian Kompetensi 90%
SDM yang Berkompeten | Pegawai terhadap Standar
Kompetensi
5 | Terwujudnya Dukungan | Persentase Tersedianya Sarana 75%
Sarana dan Prasarana | dan Prasarana untuk Memenubhi
Guna Meningkatkan | Kebutuhan Kerja Pegawai yang
Kelancaran Tugas KPU | Berfungsi dengan Baik
Provinsi Sumatera Barat
6 | Meningkatnya Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja B
Akuntabilitas Keuangan | KPU Provinsi Sumatera Barat
dan Kinerja KPU Provinsi
Sumatera Barat

g




Program Anggaran
1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan tugas Rp. 12.537.035.000,-
teknis lainnya KPU
2. Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Rp. 18.458.214.000,-
Perbaikan Proses Politik

Padang, Januari 2019
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KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT

Jalan Pramuka No. 9 Padang
Telp. ( 0751 ) 443011,443013, 446654 Fax. ( 07514 46654)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan,

akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama . Arlis
Jabatan : Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama . Firman

Jabatan . Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Barat
Selaku atasan langsung Pihak Pertama

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung

jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan

sanksi.

Padang, 29 Januari 2019
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS KEPALA BAGIAN KEUANGAN, UMUM
KPU PROVINSI SUMATERA BARAT AN LOGISTIK SEKRETARIAT
OVINSI SUMATERA BARAT

FIRMAN



PERJANJIAN KINERJA

BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK

SEKRETARIAT KPU PROVINSI SUMATERA BARAT

No. | Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target
(1) (2) 3) (4)
1. | Meningkatnya pembinaan | Persentase Pejabat 70%
perbendaharaan Perbendaharaan yang
menyelesaikan
pertanggungjawaban
penggunaan anggaran
sesuai ketentuan
2. | Terlaksananya sistem | Jumlah laporan sistem 2 Laporan
akuntansi dan pelaporan | akuntansi dan pelaporan
keuangan keuangan
3. | Tersusunnya laporan | Persentase KPU Provinsi 90%
pertanggungjawaban dan KPU Kabupaten/Kota
penggunaan anggaran yang menyampaikan
Laporan
Pertanggungjawaban
Penggunaan Anggaran
berbasis SIMONIKA yang
tepat waktu dan valid
4. | Terlaksananya fasilitasi | Persentase satker yang 100%
pengelolaan data dan | menyelenggarakan
dokumentasi kebutuhan, | Pemilu/Pemilihan tanpa
pengadaan, pendistribusian, | ada permasalahan
serta  pemeliharaan  dan | anggaran dalam
inventarisasi logsitik | pemenuhan kebutuhan
Pemilu/Pilkada logistik
Persentase satker yang 100%
melaksanakan pengadaan
logistik keperluan
Pemilu/Pemilihan dengan
tanpa ada kasus terhadap
proses pengadaan yang
mengakibatkan  kerugian
Negara atau pemborosan
uang Negara
Persentase satker yang 100%
mendistribusikan  logistik
Pemilu/Pemilihan tepat
jenis, jumlah dan waktu
5. | Terwujudnya Pengelolaan | Jumlah Laporan Barang 5 Laporan
Barang Milik Negara | Milik Negara berdasarkan
Berdasarkan SAP SIMAK BMN dan Datanya
sesuai dengan Data SAK
6. | Meningkatnya Kualitas Tata | Persentase KPU Provinsi 80%

Kelola Administrasi
Persuratan dan Pengelolaan
Arsip

yang mengelola  Arsip
Inaktif sesuai aturan
kearsipan

~




No. | Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
7. | Meningkatnya kualitas | Persentase ~~ pemenuhan 85%
pelayanan administrasi | kebutuhan sarana dan
perkantoran prasarana administrasi
penunjang kinerja pegawai
8. | Terwujudnya dukungan | Presentase fasilitas 75%
sarana dan prasarana guna | perkantoran untuk
meningkatkan kelancaran | mendukung kinerja
tugas KPU pegawai yang dapat
dipenuhi dan berfungsi
dengan baik
8. | Meningkatnya efektivitas | Persentase Penurunan 15 %
pengawasan Internal dan | Nilai Temuan Hasil
Eksternal di Lingkungan KPU | Pemeriksaan Internal dan
Eksternal terhadap
Realisasi Anggaran
No. Kegiatan Anggaran
1. Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Rp. 4.747.926.000,-
Keuangan di Lingkungan Setjen KPU
2. Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Rp. 3.093.402.000,-
Pendistribusian dan Inventarisasi Sarana dan Pra
Sarana Pemilu
3. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Rp. 1.434.622..000,-
Perkantoran (KPU)
4. Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat Rp 82.698.000,-

KPU PROVINSI SUMATERA BARAT

KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota

Padang, 29 Januari 2019

SEKRETARIS

KEPALA BAGIAN KEUANGAN, UMUM
DAN LOGISTIK SEKRETARIAT

KPU PROVINSI SUMATERA BARAT
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KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT

Jalan Pramuka No. 9 Padang
Telp. (0751 ) 443011,443013, 446654 Fax. ( 07514 46654)
%

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan,

akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Agus Catur Rianto
Jabatan :  Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Firman

Jabatan . Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Barat
Selaku atasan langsung Pihak Pertama

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung

jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan

sanksi.

Padang, 29 Januari 2019
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS KEPALA BAGIAN HUKUM, TEKNIS

KPU PROVINSI SUMATERA BAR DAN HUPMAS SEKRETARIAT
U PROVINSI SUMATERA BARAT

FIRMAN

—

AGUS CATUR RIANTO




PERJANJIAN KINERJA

BAGIAN HUKUM, TEKNIS DAN HUPMAS

SEKRETARIAT KPU PROVINSI SUMATERA BARAT

No. | Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target
(1) (2) 3) (4)
1. | Terlaksananya penyelesaian | Persentase Sengketa 86 %
sengketa dan pelayanan | Hukum yang dimenangkan
pertimbangan hukum KPU Provinsi Sumatera
Barat
2. | Terlaksananya fasilitasi | Persentase Pedoman 100 %
pelayanan penyusunan | Teknis untuk Penyusunan
laporan dan audit dana | Pelaporan Dana
kampanye, verifikasi partai | Kampanye, Audit Dana
politik dan/ atau anggota | Kampanye, Verifikasi Partai
perseorangan DPD Politik dan/atau Anggota
DPD yang disusun sesuai
dengan Tahapan
Pemilu/Pemilihan
3. | Terlaksananya pengelolaan | Persentase produk hukum 100 %
dan pelayanan informasi | yang dikelola dan
hukum didokumentasikan sesuai
peraturan perundang-
undangan
4. | Terlaksananya layanan | Persentase proses PAW 100 %
administrasi PAW tepat waktu | Anggota DPR dan DPD
dan sesuai aturan diselesaikan dalam waktu 5
hari kerja
5. | Tersedianya Presentase KPU Provinsi 100 %
Penyelenggaraan dan KPU Kabupaten/Kota
Pemilu/Pemilihan Sesuai | yang  menyelenggarakan |
Jadwal tahapan Pencalonan.
Kampanye dan
Pemungutan Suara sesuai
dengan jadwal
6. | Meningkatnya kualitas | Persentase = permohonan 100%
layanan informasi dan data | informasi yang
yang cepat serta akurat ditindaklanjuti melalui PPID
sesuai dengan SOP
Persentase informasi dan 100%

publikasi tahapan
Pemilu/Pemilihan yang
ditampilkan di media
publikasi KPU paling
lambat 1 hari kerja




No. Kegiatan Anggaran

1. Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Rp. 10.720.825.000,-
Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan
Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan
dengan penyelenggaraan pemilu

2. Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Rp. 7.637.489.000,-
Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi
Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih

Padang, 29 Januari 2019
SEKRETARIS KEPALA BAGIAN HUKUM, TEKNIS
KPU PROVINSI SUMATERA BAR DAN HUPMAS SEKRETARIAT
U PROVINSI SUMATERA BARAT

FIRMAN AGUS CATUR RIANTO



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT

Jalan Pramuka No. 9 Padang
Telp. (0751) 443011,443013, 446654 Fax. ( 07514 46654)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan

akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Wandrizen
Jabatan . PIt. Kepala Bagian Program Data, Organisasi dan SDM
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama . Firman

Jabatan . Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Barat
Selaku atasan langsung Pihak Pertama

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung
jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan

sanksi.

Padang, 29 Januari 2019
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS PLT. KEPALA BAGIAN PROGRAM
KPU PROVINSI SUMATERA BARAT DATA, ORGANISASI DAN SDM
= “SEKRETARIAT KPU PROVINSI
SUMATERA BARAT

FIRMAN WANDRIZ



PERJANJIAN KINERJA
BAGIAN PROGRAM DATA, ORGANISASI DAN SDM
SEKRETARIAT KPU PROVINSI SUMATERA BARAT

0. | Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
1. | Terwujudnya perencanaan | Persentase Program dan 77.50 %
program dan anggaran yang | Kegiatan yang
berkualitas direncanakan dengan yang
dilaksanakan
2. | Terwujudnya Sistem | Persentase laporan 77.50 %

Administrasi Penyelenggaraan | monitoring dan evaluasi
Pemilu yang Tertib, Efektif | yang akuntabel dan tepat
dan Efisien waktu

Persentase KPU Provinsi 65 %
dan KPU Kabupaten/Kota
yang target kinerjanya
tercapai sesuai dengan
Perjanjian Kinerja

3. | Tersedianya data, informasi | Persentase KPU 100 %
dan sarana dan prasarana | Kabupaten/Kota yang
teknologi informasi melaksanakan
Pemilu/Pemilihan yang
memutakhirkan Data

Pemilih melalui Coklit dan
Sistem Informasi

4. | Meningkatnya tertib | Persentase pegawai yang 90 %
administrasi dan pengelolaan | mendapat layanan
sumber daya manusia administrasi kepegawaian
tepat waktu
5. | Tersedianya dokumen | Persentase Pegawai yang 100 %
kepegawaian tercatat dalam Data Base
Kepegawaian secara
Akurat
No. Kegiatan Anggaran
Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data Rp. 1.919.505.000,-

2. Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Rp. 1.258.882.000,-

Administrasi Kepegawaian

Padang, Januari 2019

SEKRETARIS PLT. KEPALA BAGIAN PROGRAM DATA,
KPU PROVINSI SUMATERA ORGANISASI DAN SDM SEKRETARIAT
ARAT
FIRMAN




